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ABSTRAK

Seorang ASN mendapatkan haknya untuk pensiun jika ia memiliki tanda
bukti tertulis bahwa ASN tersebut bisa pensiun dan mendapatkan Surat Pensiun
dari organisasi yang telah ditunjuk mengurusi pensiunnya. Surat Keputusan
Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui
standar operasional prosedur yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala dalam
pelaksanaan proses administrasi pengurusan Pensiun pada Badan Kepegawaian
Daerah Kota Pekanbaru, dan untuk ,mengetahui pelaksanan proses administrasi
pengurusan Pensiun pada.Badan’Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. Penulis
menggunakan-jenis penelitian sosiologis atau empiris-atau penelitian lapangan.
Lokasi penelitian ialah di kota Pekanbaru yang bertempat di- Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau JI. Cut Nyak Dien Pekanbaru. Adapun yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BKD 1 orang dan penerima
dana pensiun'1 orang.

Kendala dalam pelaksanaan proses administrasi pengurusan Pensiun pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru juga semua yang menghambat
proses penerbitan SK pensiun itu dianggap hambatan. Seperti ketidaksesuaian
data, kurangnya syarat yang diharuskan, dan lain sebagainya. Proses administrasi
pengurusan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru antara lain
PNS yang bersangkutan menyerahkan kelengkapan berkas usul pensiun kepada
Kepala Sub Bagian Umum OPD. Kepala sub bagian .umum memeriksa
kelengkapan serta kebenaran berkas. Tahap selanjutnya berkas dikirim ke petugas
MPP. Dari pelaksana MPP berkas-dikirim ke pelaksana pada BKPSDM. Tahapan
kelima adalah melakukan validasi, paraf-koordinasi dan menandatangani berkas
pengantar dan kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke BKN serta mengirim
usulan melalui aplikasi. Setelah itu badan kepegawaian Negara memproses berkas
yang dikirimkan, melakukan penerbitan. pertimbangan teknis pensiun pegawai
negeri sipil dan mengirimkan berkas pertimbangan teknis kepada pemerintah kota
Pekanbaru. Selanjutnya jika telah selesai langkah tersebut, maka berkas dibawa
kembali ke bagian pelaksana. pada BKPSDM BKD, bagian ini mencetak SK
pemberian pensiun PNS untuk divalidasi dan ditandangani oleh Walikota
Pekanbaru. Langkah berikutnya adalah™melakukan validasi untuk berkas SK
pensiun PNS. Memproses dan mengirim SK yang berkasnya telah diparaf melalui
aplikasi. Tahap terakhir berkas akan ditandatangai oleh walikota dan mengirimkan
SK tersebut kepada bagian Mall Pelayanan Publik melalui aplikasi. Pelaksana
MPP menghubungi dan menyerahkan SK pensiun kepada PNS yang bersangkutan
di Mall Pelayanan Publik.



ABSTRACT

An ASN has the right to retire if he has written evidence that the ASN can
retire and receive a Pension Letter from an organization that has been appointed to
take care of his pension. This Pension Decree is obtained after fulfilling
administrative requirements and through the applieable standard operating
procedures.

The_purpose of this study is to find out what are the ebstacles in the
implementation of the administrative process of pension management at the
Pekanbaru City Regional Personnel Board, and to determine the implementation
of the administrative process:for pension management at the Pekanbaru City
Regional ‘Civil Service"Agency.. The author uses“this type of sociological or
empirical ‘research or field research. The research location 1s in the city of
Pekanbaru, which is located at the Regional Civil Service Agency Office of Riau
Province, JI. Cut Nyak Dien Pekanbaru. As for the samples in this study were one
BKD employee and 1 pension fund recipient.

Obstacles in the implementation of the administrative process for pension
management at the Pekanbaru City Regional Personnel Board are also those that
hinder the process of issuing pension decree are considered obstacles. Such as
data mismatches, lack of required conditions, and so on. The administrative
process for pension management at the Regional Civil Service Agency of
Pekanbaru City includes the relevant civil servants submitting complete pension
proposal documents to the Head of the OPD General Subdivision. The head of the
general subdivision checks the completeness and correctness of the file. The next
stage, the file IS sent to the MPR. officer. From_the MPP executor, the files are sent
to the executor'at BKPSDM.-The fifth-stage is to carry out validation, initial
coordination and sign the introductory documents and the-completeness of the
files to be sent to BKN and send suggestions via the application. After that the
State Personnel’ Agency processes the files sent; publishes technical
considerations for. civil servants' pensions and ‘sends files for technical
considerations to the Pekanbaru city government. Furthermore, when this step has
been completed, the file is brought back to the implementing department at
BKPSDM BKD, this section prints a.decree on granting PNS pensions to be
validated and signed by the Mayor-of Pekanbaru. The next step is to validate the
PNS pension SK file. Processing and sending SKs whose files have been initialed
through the application. The final stage of the file will be signed by the mayor and
send the decree to the Public Service Mall section through the application. MPP
implementers contact and submit a pension decree to the relevant civil servants at
the Public Service Mall.
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

dan perbuats
dikategorikan s i tindak ert dan apabila tanpa

ada dasar

dilakukan o
perbuatan ye
pelanggaran

Oleh karena : asi peme pat berjalan lebih

otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos
(peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan
sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi
pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum
administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi

daerah.”



Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Termasuk
dalam urusan pensiun pegawai negeri sipil. Demikian juga dalam UU no 11/1969
dikemukakan bahwa “Bagi, pegawai negeri/bekas. pegawal negeri yang terakhir
sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima
gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang
pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah; dibiayal sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-
pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud.”

Undang Undang di atas menjelaskan bahwa seorang ASN diberikan
kepadanya pengembangan/kempetensi dan_.perlindungan, layanan hari tua,
layanan pensiun, fasilitas cuti, fasilitas tunjangan, dan gaji. Bahkan bagi ASN
dapat memperoleh jaminan hari tua dan pensiun jika ia. berhenti bekerja sesuai
dengan prosedur. Apabila seorang ASN meninggal dunia maka ia berhak atas
jaminan pensiun, dengan masa kerja dan wusia yang telah ditentukan maupun
adanya perampingan institusi atau kurangnya kemampuan menjalankan tanggung
jawab dan tugasnya sebagai ASN atau kurang sempurnanya fisik dan psikis
karena sebab tertentu seperti cacat, dan lain sebagainya.

Seorang ASN mendapatkan haknya untuk pensiun jika ia memiliki tanda
bukti tertulis bahwa ASN tersebut bisa pensiun dan mendapatkan Surat Pensiun

dari organisasi yang telah ditunjuk mengurusi pensiunnya. Surat Keputusan
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Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui
standar operasional prosedur yang berlaku. Peraturan khusus daerah yang

mengatur tentang pension pergolongan biasanya diatur berdasarkan peraturan

berkaitan dengan pok iun, PP no. 0] asih berkaitan
dengan pen aspe k penetapan pensiun.bagi ASN serta janda dan

duda ASN.

Golongan 1c memperoleh Rp.1.776.600-Rp.2.557.500
Golongan 1d memperoleh Rp.1.851.800-Rp.2.686.500

2. 1l

Golongan 1A = Rp 2 022 200 s/d Rp 3 373 600 (masa kerja 0 - 33 tahun)
Golongan 11B = Rp 2 208 400 s/d Rp 3 516 300 (3-33 tahun)

Golongan 11C = Rp 2 301 800 s/d Rp 3 665 000 (3-33 tahun)
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Golongan 11D = Rp 2 399 200 s/d Rp 3 820 000 (3-33 tahun)

Golongan 1A = Rp 2 579 400 s/d Rp 4 236 400 (masa kerja 0 - 32 tahun)

. Tunjangan Jabatan PNS bagi eselon

Golongan 1A Rp.5.500.000
Golongan 1B Rp.4 375.000
Golongan 2A Rp.3 250.000
Golongan 2B Rp.2 025.000

Golongan 3A Rp.1 260.000
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Golongan 3B Rp.980.000
Golongan 4A Rp.540.000

Golongan 4B Rp.490.000

Golongan 1B = Rp 1.766.400

Golongan IC = Rp 1.841.100

Golongan ID = Rp 1.919.100

. Golongan 2

Golongan 11A = Rp 2.409.800

Golongan 11B = Rp 2.511.700
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Golongan 11C = Rp 2.618.000

Golongan 11D = Rp 2.728.700

. Golongan 3

Golongan 11C = Rp 1.256.700

Golongan 11D = Rp 1.309.800

. Janda/duda PNS Golongan 3

Golongan I11A = Rp 1.452.600
Golongan 111B = Rp 1.514.000

Golongan 111C = Rp 1.578.000
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Golongan 111D = Rp 1.644.800

8. Janda/duda PNS Golongan 4

Golongan IVA = Rp 1.714.400

‘Besarnya dana

pensiun me ) 1g no 11 tahun 1969 adalah sebulan

Kepegawaian Daerah kota Pekanbaru yang beralamat di JI. Cut Nyak Dien
Pekanbaru. Adapun kewenangan urusan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri
dari:

1. Formasi

2. Pengadaan CPNS

3. Pengangkatan CPNS
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4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
5. Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

6. Promosi jabatan

10.
11.
12.
13.

14.

berbagai keistimewa ala [ugasnya termasuk kekuasaan

dengan aturan yang berlaku. Poin ini menjelaskan bahwa segala tingkah laku para
pegawai negeri sipil harus memegang tanggung jawab terhadap profesinya
terhadap masyarakat, dihadapan hukum maupun moral. Untuk itu maka dilakukan
fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mencegah tindakan di luar norma dan

profesi yang menyimpang.



Secara nasional, pemerintah berusaha melakukan pembinaan terhadap para
Aparatur Sipil Negera, khususnya dari aspek manajemen yang berskala nasional
sebagaimana termaktub dalam UU nomor. 43 tahun 1999 berkaitan dengan
pokok-pokok kepegawaian. Sebagaimana-diketahui berdasarkan ayat 1 pada
Undang Undang tersebut bahwa untuk mengelola Aparatur Sipil Negara maka
dibentuklah formasi, promasi, pemecatan, dan: penetapan serta mutasi pegawai,
pemberian hak gaji, kesehataraan serta tunjangan kehidupan dan tugas, serta
jaminan kedudukan hukum, peningkatan keahlian dan pengelolaan jumlah
pegawai.

UU n0. 11/1992 dijelaskan bahwa dana pensiun.adalah salah satu kerangka
hukum dasar-untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini
didasarkan padaprinsip ‘‘’kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk
menapatinya” yaitu, walaupon.pembentukan program pensiun bersifat sukarela,
hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang
Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan,
yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya,
untuk memastikan bahwa manfaat.pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan
yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang
tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk
dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak
ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi- investasi yang mungkin
berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk

pada persyaratan tentang penanggulangan resiko (Soemitra, 2010:291).



Sebagaimana uraian peraturan Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun di atas, diketahui bahwa dana pensiun bersifat kewajiban bagi
pekerja dan program pensiun adalah sukarela. Selain itu tujuan utama diajukannya
Undang Undang Pensiun adalah-untuk.menetapkan hak peserta, menyediakan
standar- peraturan, dan menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada
waktunya. Akan tetapi, pelaksanaan pemberian pensiun juga kadangkala terlambat
karena hambatan perbedaan data. Berdasarkan observasi awal, berkaitan dengan
prosedur pelaksanaan pengurusan pensiun bagi aparatur sipil negera di kota
Pekanbaru, ditemukan gejala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak sikronnya data yang dimiliki oleh BKD.dan PT. Taspen (Persero)

berkaitan dengan pensiun.

2. ldentitas keluarga yang terdiri dari nama orangtua, tanggal dan lahir
suami istri, identitas-nikah dan lain.sebagainya yang kadang berbeda
dari yang tertera pada KTP maupun kartukeluarga.

3. Kadang juga masalah anak dari yang orangtuanya akan pensiun yang
belum umur25.tahun sering tidak dicantumkan walaupun sering diminta
petugas. Hal ini ‘bertujuan untuk menetapkan ahli waris manakala
peneriam pensiun meninggal dunia.

4. Seringnya terjadi keterlambatan dalam menetapkan surat keputusan
pensiun, permasalahan tersebut terjadi salah satunya karena syarat
pensiun harus mendapatkan tanda persetujuan JPT Pratama, jika hal itu
bermasalah tentu akan terjadi keterlambatan pegawai untuk

mendapatkan dana pensiun atau jadwal pensiun yang ditargetkan.
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5. Permasalahan yang lain adalah pada profesi keguruan dengan
diundangkannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah, pada profesi guru menurut aturan tersebut, maka

Berdz
pensiun
sebagaimana permasala ang disebutka as pulkan  karena

banyaknya data yang ti N atkan oleh BKD,

yang dimilik

motivasi

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pelaksanaan proses administrasi pengurusan Pensiun pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru ?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan proses administrasi pengurusan

Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru?

11
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala dalam pelaksanaan proses

menyelesaikan

niversitas Islam

Istilah pelaksanaan merupakan salah satu tahap dari managemen atau
administrasi. Pelaksanaan sama halnya dengan mengaplikasikan rencana yang
telah dipersiapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan merupakan langkah kedua
setelah perencanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2017:21)
“pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan

nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Pelaksanaan

12
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menurut Sihombing (1999:132) yaitu “rencana telah disusun dan diatur organisasi
pendukung yang akan menjamin usaha pencapaian tujuan yang sudah dirancang.”

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:627) “pelaksanaan

ang Dana Pensiun
bahwa “uang p Jalah,-bada 1IKU ang m ola dan menjalankan

program yang .me anfaat pe 2 menurut Rivai

Selanjutnya menurut Kasmir (2010:325) “pensiun adalah hak seseorang
untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki
usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan.”

Sedangkan “program dana pensiun merupakan suatu program yang

diselenggarakan oleh pemberi kerja (pemerintah atau perusahaan) untuk

13
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menyediakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah
diberikan Karyawan atau Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja, yang

berupa pembayaran setiap bulan setelah karyawan atau pegawai Yyang

bekerja.” Adab

“Pr

pada saat telah berhenti bekerja maupun tidak bertugas dalam artian telah
istrirahan untuk pensiun, dana tersebut dikembalikan sebagai investasi dan
tabungan dihari pensiun. Sedangkan tujuan pensiun yang lebih mendasar dengan

adanya dana pensiun antara pemerintah dengan ASN adalah:

14



a. Tanggung jawab secara moril, dimana Negara memiliki kewajiban moril
untuk memberikan perasaan aman bagi para pegawai saat telah mencapai

umur pensiun

b pensiun, pegawai
nggap bisa
)
o)
=
Tuj
=
@ .
E" - a. Bagi
E- E pemberi Kkerja,
= E tujuan
= E. 1.
=g .
o = emberikan rasa
5 =
- . siun. Tenaga kerja
= o e
v _',__ﬁ oduksi. Kewajiban
o
=
:T = an ketenangan atas
=
E o sudah memasuki masa
? Perusahaan masih memiliki
=

tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi
kewajiban perusahaan untuk mengikuti atau membentuk sendiri dana
pensiun untuk para karyawannya.”
2. Menjaga kesetiaan
“Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak

positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih
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baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan
semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.”

3. Persaingan

a pensiun bagi

penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan
memengaruhi Kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.”
2. Imbal jasa
“Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia

nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Pada

16
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dasarnya dana pensiun sangat membantu kehidupan Pegawai maupun

tenaga kerja pada saat tidak bekerja.”

Manfaat dana pensiun tersebut adalah:

alam program

ai, hendaknya

aka pemerintah  benar-benar
mendukung  penggunaan dana tersebut untuk  kepentingan
pengembangan ekonomi makro dan dilakukan dengan cara
menghimpun dana dan penundaan pajak penghasilan.

e) Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang pajak penghasilan.
Dalam Undang-undang tersebut dana pensiun didefinisikan sebagai

dana atau gaji yang tertunda bagi pegawai dalam menerimanya, dana
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tersebut tidak dikenai pajak, yang kemudian dapat digunakan oleh para
pegawai anggota pensiun.

Rivai (2017:1072) menjelaskan bahwa “Dana pensiun merupakan dana yang

perusahaa

dana terse

Jenis

pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik
karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi
kerja dari karyawan atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan

(Soemitra, 2010:295).”
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Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan salah
satu kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-

undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan

engaturan yang

dalam bentuk

terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan

berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Syarat pensiun menurut UU no
11/1969 pasal 9 yaitu:
1. Telah berumur minimal 50 tahun

2. Telah bekerja minimal 20 tahun
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3. Dinyatakan tidak sepantasnya bekerja lagi dengan jabatan yang sama atau
berbeda

4. Menurut departemen kesehatan dinyatakan ketidaklayakan bekerja

tersebut benar-benar dipastikan a surat keputusan pensiun. Tahapan
tersebut antara lain adalah tahap persiapan usulan, penyampaian usulan,
pembuatan surat pengantar, tahap memasukkan data pada sistem, tahapan
selanjutnya adalah penyampaian surat usulah kepada BKN, dan tahap akhir
penyelesaian proses.

Unit yang mengurusi bidang pensiun salah satunya adalah bagian

pemberhentian dan pensiun yang ada pada BKD yang berkedudukan di kota

20



Pekanbaru. Tugas bagian pemberheian dan pensiun tersebut adalah menyiapkan
surat pemberitahuan bagi ASN yang dianggap mencapai Syarat umur yang telah
ditentukan untuk mendapatkan pensiun, surat yang dialamatkan kepada ASN
tersebut dibuat_secara  tertulis melalui.pimpinan instansi tempat ASN tersebut
bekerja. Tujuan penyampaian surat tersebut adalah untuk memberitahukan kepada
pihak yang bersangkutan bahwa ia telah-mencapal usia yang mengharuskannya
untuk pensiun. Kemudian secara tidak langsung, ASN tersebut mempersiapkan
diri, kelengkapan diri, dan lain sebagainya yang dibutuhkan saat pengurusan
pensiunnya.

Setelah tahapan di atas, maka ASN yang bersangkutan membuat dan
memberikan surat usulan untuk pensiuan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Daerah kota Pekanbaru dilengkapi dengan berkas-berkas yang disesuaikan dengan
syarat yang telah ditentukan.-Apabila surat usulan ‘sudah sampai dan diterima oleh
pejabat urusan pemberhentian dan pensiun, maka pejabat tersebut akan membuat
surat pengantar untuk diteruskan kepada BKN untuk wilayah yang menaungi kota
Pekanbaru. Jika surat yang disampaikan dianggap sesuai dengan syarat dan
memenuhi kualifikasi, maka persetujuan_pensiun akan diteken oleh kepala BKD
bagi golongan I, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi golongan Ill, dan
untuk golongan 1V akan ditandatangani oleh Walikota.

Penandatanganan berkas oleh pihak Walikota, Sekretaris Daerah maupun
kepala BKD tidak berarti serta merta administrasi pengurusan pensiun selesali,
namun bisa saja setelah dilakukan input data ke dalam sistem komputerisasi

terdapat perbedaan item. Tujuan input data adalah untuk memvalidasi data dalam
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sistem dengan data yang dimiliki oleh calon ASN yang pensiun. Jika ada
perbedaan maka dilakukan perbaikan antara data pada BKN. Beberapa perbedaan

data bisa saja terjadi pada data suami atau anak-anak individu yang bersangkutan.

surat penganta antor reg t pada sistem
BKN pusat. Se 2 an BKN maka SK
tersebut selanj : & ,- -L : __ ng edudukan di kota
Pekanbaru

kemduan diserah o a pensiun tersebut.

menjadi unsur penting di bidang tatakelola pensiun, pemberhentian, promosi,
mutasi, dan pangkat pegawai negeri sipil. BKD merupakan lembaga yang
bertanggung jawab dan berada di dalam instruksi walikota dengan Sekretaris
Daerah yang mengkoordinasikan tugasnya. Untuk mengetahui apa saja urusan

administrasi dan bagaimana pelaksanaan administrasi di bidang pensiun pegawai

22



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

negeri sipil, maka berikut ini diuraikan konsep operasional dan alur pengelolaan
pensiun.

1. Menyerahkan berkas permohonan

diperbaiki staf

9. Menandatangani surat pengantar untuk diteruskan ke BKN. Untuk
golongan | dan Il di bawah tanggung jawab BKD, Ill ditandatangani
Sekda serta 1V oleh Bupati

10. Mendispoisisikan surat pengantar
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11. Menerima surat pensiun kemudian memberikan surat pensiun yang

telah ditetapkan oleh kepala BKN selanjutnya diberikan ke pemohon

12. Menerima SK pensiun.

Lokasi penelitian ialah™d ekanbaru yang bertempat di Kantor
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru.
Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena Kota Pekanbaru
merupakan Kota yang perkembangannya sangat pesat, serta Kota Pekanbaru

adalah Ibukota dari Provinsi Riau.
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3. Populasi dan Sampel

Dikatakan populasi jika ia memiliki jumlah ataupun wilayah yang

dianggap lebih besar, lebih luas, maupun lebih banyak dan merupakan bagian

JUMLAH

4. Data Dan Sumber

Penelitian terdiri dari 3 jenis data yang digunakan, yaitu:

a. Primer

Primer berarti utama. Artinya data yang perolehannya dijadikan sumber

utama informasi hasil penelitian, baik itu diperoleh langsung maupun tidak
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langsung, dari sampel yang telah disesuaikan dengan penelitian (Ruslan,
2010:29).

b. Skunder

likan pelengkap

1. Observasi
Menurut Moleong (2009:23) “penelitian kualitatif menggunakan alat
pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan

dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu

kepada apa yang disarankan. Observasi dimaksudkan untuk menjaring
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data awal sebelum melakukan penelitian. Data yang dihasilkan
merupakan hasil pengamatan yang berisi informasi awal.”

2. Wawancara

el
" .

1{# pertanyaan-

Menurut Arikunto (18:36) a terkumpul, selanjutnya penulis akan
menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis isi Yyaitu
mengambarkan dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk
kalimat deskriptif kuantitatif, penarikan kesimpulan dengan cara data yang
diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian
dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.”

G. Format penyusunan
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Bab I, berisi latarbelakang penulisan, rumusan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka,

konsep operasional dan metode.

Bab 11, berisi konsep proses administrasi dan pengurusan pensiun.

28



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il

TINJAUAN UMUM

A.

1.

bahwa Sec

kata adya e (melayani)
Literatur lain m askan bahwa a emahan dari bahasa
Inggris yaitu & C "';: ‘- :'_-1 dalé administer. Dalam
Oxford Aa - z (1974), kata
“administer’ to direct

umumnya terdapat pada semua usaha kelompok Negara atau swasta, sipil atau
militer, usaha yang besar atau yang kecil dan sebagainya. Sementara itu The
Liang Gie (1980) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian
kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok
orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.” William H. Newman (dalam

Administrative Action The Techniques of Organization and Management)
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mendefinisikan administrasi yaitu sebagai pembimbingan, kepemimpinan dan
pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan

bersama. Siagian (dalam Filsafat Administrasi) berpendapat bahwa administrasi

administrasl ¢ ) upaya : 2mpunyai tingkat
rasionalitas 10C en administrasi dapat
dikelompo

1. Diartika

korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan.

2. Diartikan luas
Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan
sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan
dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi administrasi dalam arti luas
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memiliki unsur-unsur : sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas
secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan

dicapai, dan memanfaatkan berbagai sumber.

Artinya, a

(lebih dari

dikerjakan

(2016:1.6) “Pengertian ini menurut hakikatnya sama dengan pengertian tata usaha

dalam bahasa Indonesia.”

2. Karakteristik Pokok Administrasi
Menurut Thoha (1990) unsur yang wajib ada pada administrasi antara lain

yaitu: a. administrasi berarti suatu aktivitas penyusunan. b. aktivitas penyusunan
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dikerjakan oleh banyak individu. c. administrasi juga berarti pekerjaan yang

dilakukan secara bersamaan oleh grup. d. pekerjaan bertujuan.

Ciri atau karakteristik pokok administrasi tersebut dijabarkan di bawah ini:

yang termasuk

2

. Kegiatan

telah ditetapkan. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan yang
menunjang rangkaian kegiatan pekerjaan substantif yang merupakan
pekerjaan pokok. Adapun rangkaian kegiatan pekerjaan substantif langsung
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Kelompok pekerjaan
yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dinamakan

pekerjaan pokok atau pekerjaan induk.
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Di dalam kegiatan manusia terutama dalam organisasi, tidak ada
administrasi apabila tidak ada pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Oleh

karena itu kedua aspek tersebut yaitu pekerjaan penataan dan pekerjaan

bantuan orang lain dan akan mendorong seseorang untuk melakukan kerja

sama dengan orang lain. Seseorang atau sekelompok orang membentuk atau
memasuki suatu kelompok kerja sama tidak lain karena orang tersebut
mempunyai harapan dan tujuan bahwa dengan membentuk atau memasuki

serta melalui kerja sama maka tujuan yang ingin dicapai, seperti pemenuhan
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kebutuhan fisiologis dan psikologis, materiil dan spiritual, jasmani dan
rohani, dapat terwujud dalam suatu tingkat kepuasan tertentu.

d. Tujuan Tertentu. Menurut Thoha (1990). Orang yang bekerja sebagai

bermacam-macam pekerjaan pokok yang dilaki ‘ ing orang bagi
tercapainya an, te ; : Ir yang terdapat

dalam kerja juan dal ak kerja's sur di sini berbeda

menjadi sebanyak delapan unsur. Unsur umum yang terdapat di dalam rangkaian
kegiatan penataan yang dinamakan administrasi tersebut ada delapan macam yang
merupakan subkonsep administrasi, yaitu sebagai berikut.
1. Organisasi.
The Liang Gie (1993) menjelaskan bahwa organisasi merupakan struktur

sekaligus wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan.
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Organisasi juga sebagai salah satu unsur administrasi yang menunjukkan
adanya suatu proses penataan, pengaturan, penyusunan, pembagian kerja

dari usaha kerja sama. Pengertian ini lebih tepat disebut dengan

pelaksana. e. Menentukan jalinan hubungan kerja di antara mereka, serta

seluruh perintah dan tanggung jawab.
2. Manajemen
The Liang Gie (1993) menjelaskan bahwa: “Unsur kedua dari administrasi

adalah manajemen sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan penataan
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yang berupa penggerakkan orang-orangdan pengerahan fasilitas kerja agar

tujuan kerja sama benar-benar tercapai.”

. Komunikasi

penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pengembangan,

kesejahteraan, pemutasian, dan pemberhentian tenaga kerja dalam kerja

sama mencapai suatu tujuan tertentu.”

. Finansial/Keuangan

The Liang Gie (1993) menjelaskan bahwa: “Unsur keenam dari

administrasi adalah finansial sebagai suatu proses yaitu rangkaian kegiatan
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penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber

biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggung jawaban atas

pembiayaan dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.”

4. Kiriteria Pokok Administrasi
Luther Gulick dalam Thoha (1990) menjelaskan:

”In the science of administration, whether public or private, the basic
“good’ is efficiency.The fundamental objective of the science of
administration is the accomplishment of the work in hand with the least
expenditure of man-powerand materials”. Hal ini berarti: ‘llmu administrasi
baik yang ada pada pemerintah maupun swasta, dasar utama yang menjadi
tujuannya adalah mencapai efisiensi. Tujuan pokok dari ilmu administrasi
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adalah terlaksananya suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan
pengeluaran tenaga kerja dan perbekalan yang sedikit-dikitnya.”

Menurut Handayaningrat, (2004) selain efisiensi kerja maka ada aspek lain
yang penting untu

hatikan dalam bidang administrasi di mana kegiatan

bagian yaitu sebz
1. Aspek
Menur ayanin atau lebih
mengandung pengerti ' orang [ ahwa apabila ia

bekerja sendiriz dir atan yang akan

dicapai in F engan  sendirinya

langkah atau arah yang dala ungkin diperlukan saling membantu
dan saling mendukung. Dengan kata lain mereka menyadari bahwa
sebenarnya merasakan adanya saling ketergantungan dan saling memerlukan
satu sama lainnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sebagai manusia
administrasi adalah manusia yang selalu menggunakan akal pikiran yang

rasional dan sehat, memperkecil risiko kerugian, pemborosan sehingga tujuan

yang sebenarnya dapat tercapai.
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2. Aspek efektivitas

Handayaningrat, (2004) Efektivitas sebagai motif administrasi berkaitan

dengan hal yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Apabila sasaran atau

akukan. Sebagai
ketertiban dan

sional sehingga

sedikit.

Aspek efisiensi

Handayaningrat, (2004) Efisiensi sebagai motif administrasi sangat
menentukan keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan
karena efisiensi selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Segala kegiatan
usaha swasta/niaga selalu menggunakan motif efisiensi. Yang dimaksud

dengan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara hasil dan biaya, di
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mana hasil harus lebih besar daripada biaya. Dengan kata lain, efisiensi
adalah usaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan

menggunakan sumber-sumber dana yang terbatas.

merupakan sua n huk v ah dari pemberi
kerja, yang berf UK 1 am pensiun sesuai
dengan per ¥ 2011) pensiun
juga berkai ndisi tertentu
yang masu 2 (2006) “Dana
pensiun merupaka 2 emba euanga K di Indonesia yang

A masyarakat baik

pensiun.“ Menurut Santoso (2011) berkaitan dengan dana pensiun: bahwa yang
dimaksud dengan dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang bertugas
untuk bertanggung jawab dalam pembayaran dana pensiun, mengelola dan
merencanakan pensiun. Dana pensiun hampir mirip dengan bank, yaitu lembaga
yang menjadi mitra perusahaan untuk membayarkan pensiun perusahaan kepada

pegawainya namun perusahaan membayar sejumlah uang sesuai yang dibutuhkan.
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2. Tujuan pemberian pensiun

Menurut Kasmir (2011) Tujuan penyelenggaraan dan penerimaan pensiun

diperusahaan

apat menikmati

Lebih lanjut Menurut Kas

Seorang pegawai yang menjadi penerima dana pensiun, maka ia akan
memperoleh antara lain: 1. pendapatan setelah ia tidak lagi bekerja. 2.
Perasaan aman karena dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan

dana pensiun adalah : 1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh
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keuntungan dengan melakukanberbagai kegiatan investasi. 2. Untuk

membantu dan mendukung program pemerintah.

berkala
ditetapka

dilaksanaka

memilih sz

dengan tuj

ditawarkan (

kondisi yang ada.” Men ( pada prinsipnya

berkaitan de

dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari
pemberi kerja, dengan memperolehmanfaat pensiun penuh. Usia normal
tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun, dimana
karyawan berhak untuk pensiun penuh. 2. Pensiun dipercepat Program
pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum

mencapai usia pensiun normal. Karena ada suatu alasan lain, karyawan
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mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya
dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, ketentun

pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun di

pasal 1 ayat
un bagi peserta

al yang ditunda

pensiun dipercepat, berhak me a pensiun ditunda yang besarnya sama
dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi
kepesertaannya sampai pada saatpemberhentian. Sedangkan bagi peserta
dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, apabila
berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan minimal tiga tahun dan
belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya

sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus
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dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda. 4. Pensiun cacat Pensiun

yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta

mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk
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nery we[sy sej

BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.
1 n Pensiun
aian Daerah Provinsi

Riau JI. C waian Daerah
menjadi u c g ba ususnya dalam
bidang kepega daeral dipi "-H : e adar erada di bawah
Walikota serta ~ jaw : Walikota 1i Sekda. Dalam
administrasi leh Sub Bidang
Pengurusan F ‘ kota Pekanbaru
memiliki tuga

a. Merumus at menyurat urusan

b.

c. Memberikan pelayanan pembuatan SK pensiun;

d. Melayani ASN di daerah yang menginginkan atau memasuki masa
pensiun;

e. Melayani klaim pensiun bagi ASN yang telah memasuki masa pensiun

f. Mempersiapkan biaya untuk disumbangkan bagi ASN yang telah

meninggal;
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g. Mendelegasikan tugas kepada bawahan;
h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

i. Mempersiapkan laporan dan melaporkannya;

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui dalam pengurusan pensiun bagi para PNS

yang telah memenuhi syarat umur, diceritakan sebagai berikut:

Kalau faktor pendukung keberhasilan proses administrasi pengurusan pensiun
menurut saya adalah ditaatinya semua syarat yang telah dibuat. Baik itu
syarat dari segi umur, dari segi syarat-syarat seperti KTP, KK, SK PNS, surat
disiplin, surat pidana, dan lain-lain. Dari segi sistem, memang sudah seperti
itu, jadi kalau syarat sudah benar, maka sistem kerja di BKD insyaallah juga
tidak ada masalah.
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Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui kendala dalam pelaksanaan
proses administrasi pengurusan Pensiun pada BKD yaitu kebalikan dari faktor
yang menjadi penentu keberhasilan pengurusan pensiun. Faktor pendukung
keberhasilan proses administrasi-pengurusan pensiun adalah ditaatinya semua
syarat yang telah dibuat. Baik itu syarat dari segi umur, dari segi Syarat-syarat
seperti KTP, KK, SK PNS, surat disiplin, surat pidana, dan lain-lain.

Sejak ditetapkannya PP Manajemen PNS yang dinyatakan dalam Pasal
306 bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan
oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
Pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
mengenai pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilaksanakan terhitung
mulai tanggal 1 Mei 2018. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang.-Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun
PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan BKN tersebut, proses
pemberian/penetapan pertek pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun
(BUP) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pertama, pengusulan pertek
pensiun. BKN menyampaikan nominatif dan Data Perorangan Calon Penerima
Pensiun (DPCP) kepada instansi/ Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang
kemudian diverifikasi oleh instansi/ PPK dan disampaikan ke yang bersangkutan
untuk ditandatangani, kemudian PPK melakukan rekonsiliasi bersama BKN dan
PPK memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan mengunggah Data Perorangan
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Calon Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS dan PPK/pejabat yang
ditunjuk, penilaian prestasi kerja tahun terakhir apabila dipertimbangan kenaikan
pangkat pengabdian, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1
tahun terakhir dan surat pernyataan. tidak-sedang menjalani. proses pidana atau
pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain.yang menangani kepegawaian paling
rendah JPT Pratama.

Pemberian pertek pensiun Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau
pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi data dan
pemeriksaan berbasis SAPK. Ketiga, penyampaian pertek pensiun dan penetapan
keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun. BKN menyampaikan pertek
pensiun secara. elektronik kepada Presiden atau PPK yang tembusannya
disampaikan kepada PT. Taspen (Persero)/PT.Asabri (Persero) berbasis SAPK,
selanjutnya Presiden atau PPK menetapkan keputusan - pemberhentian dan
pemberian pensiun _paling lama 1 bulan sebelum yang. bersangkutan pensiun.
Kemudian dalam ketentuan' lain-lain dinyatakan bahwa untuk menjamin
kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam
menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun.

Kemudian sSebagaimana hasil wawancara penelitian berkaitan dengan
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pensiun PNS, dijelaskan
informan sebagai berikut:

Nah kalau hambatan tentu banyak. Semua yang menghambat proses
penerbitan SK pensiun itu dianggap hambatan. Seperti ketidaksesuaian data,

kurangnya syarat yang diharuskan, dan lain sebagainya. Selain itu, jarak,
waktu, atau tempat tinggal yang mengajukan pensiun juga ikut menghambat,
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mungkin sulit menuju ke BKD dan lain sebagainya. Termasuk juga peraturan
yang dibuat kadang tidak sampai kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa semua yang
menghambat preses penerbitan-SK._pensiun  itu" dianggap. hambatan. Seperti
ketidaksesuaian data, kurangnya syarat yang diharuskan, dan lain sebagainya.
Selain itu, jarak, waktu, atau-tempat tinggal yang.mengajukan pensiun juga ikut
menghambat, mungkin sulit menuju ke BKD dan lain sebagainya. Permasalahan
keterlambatan penetapan SK pensiun ini, diakibatkan karena adanya syarat-syarat
dalam pembuatan pertek pensiun yang memerlukan persetujuan JPT pratama, hal
ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengurusan.surat keterangan tersebut.
Kasus yang paling banyak terjadi di luar kota Pekanbaru yang menjadi cerminan
permasalahan di Riau adalah untuk jabatan Guru SMA dan SMK yang
berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang,Pemerintahan Daerah, Guru SMA
dan SMK dialihkan menjadi PNS Provinsi padahal mereka mengajar di wilayah
Kabupaten, sehingga membutuhkan waktu dalam mengurus surat pernyataan
tersebut ke unit kerja yang bersangkutan di ibuketa provinsi sehingga akan
mempengaruhi penyampaian berkas pendukung pertek pensiun ke BKD Provinsi.

Kemudian diantara permasalahan yang ada adalah permasalahan data PNS
dan pensiunan yang belum terintegrasi. Validitas terhadap ketepatan data tersebut
sampai saat ini belum terbentuk mengingat bahwa data PNS ada di BKN pada
aplikasi SAPK, sehingga perjalanan/update dari data PNS ada pada masing-
masing instansi yang mempunyai simpeg kepegawaian tetapi itu belum

terintegrasi dengan SAPK dan untuk data pensiunan perjalanan/update yang valid
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ada pada data PT Taspen (Persero). Hal menyebabkan kendala dalam penetapan
SK pensiun PNS sehingga dalam penetapan SK Pensiun perlu direkonsiliasi

kembali dengan SK kepegawaian yang dimiliki oleh pensiunan tersebut, hal ini

persyaratan

a.

f. SKP dua tahun terakhir

g. Foto copy Penetapan NIP Baru

h. Foto copy SK.Pengangkatan Pertama (Pegawai Bulanan, Calon PNS,
Peninjauan Masa Kerja bila ada)

i. Foto copy SK.Pengangkatan PNS

J. Foto copy SK Pangkat terakhir
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k. Foto copy Kenaikan Gaji Berkala terakhir
I. Foto copy Kartu Pegawai

m. Foto copy Surat Nikah

nanti yang memeriksa keleng tersebut. Tahap berikutnya adalah
melakukan entri data dan sistem. Berkas yang telah dientri lalu divalidasi
dan ditandatangani dan mengirimkan ke pemerintah kota Pekanbaru. Jika
sudah melewati proses ini maka sudah bisa dilakukan pencetakan SK dan
ditandatangai sebagai persetujuan pemerintah dan tahap akhir adalah
mengirimkan SK kepada bagian pelayanan public dan mengundang PNS
yang bersangkutan untuk memberitahu bahwa surat pensiun sudah selesai.

Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun

sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak
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pensiunnya. Surat Keputusan Pensiun ini diperoleh setelah memenubhi
kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
Tahun 2003 tentang Petunjuk ~Teknis..Pemberhentian dan.Pemberian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan
Pemerintah _Nomor 9 Tabhun: 12003 >Tentang, Wewenang _Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan
bahwa pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai
batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya, cacat karena dinas
serta pemberian pensiun janda/dudanya, tewas, dan meninggal dunia ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sementara
pemberhentian dan pemberian-pensiun Pegawal, Negeri Sipil selain yang tewas,
cacat karena dinas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun sekaligus
pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian.

Setelah pegawai atau”’ASN-mengikuti-prosedur penyerahan berkas pensiun,
maka surat atau berkas yang diajukan oleh ASN yang bersangkutan diperiksa oleh
pegawai pemeriksa berkas pensiun. Berikut ini keterangan yang diperoleh dari
pegawai di BKD yang mengurusi pensiun.

Jadi penerbitan SK pensiun itu tidak begitu simple seperti yang telah kita

terangkan tadi. Ada prosedur yang memakan waktu dan disesuaikan

dengan aturan. Khususnya berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan,

seperti KTP, KK, SK pengangkatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi
pemeriksaan ini ada bagian tertentu, dan bukan hanya satu bagian, tapi
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setiap tahap, berkas usulan pensiun itu selalu diperiksan dan divalidasi

sampai di akhir tahapan, yaitu penyerahan kepada pemerintah provinsi.

BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah
Daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, BKD. mempunyai fungsi sebagai perumusan Kebijakan Teknis dalam
bidang Kepegawaian Daerah," penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan’ umum dalam bidang Kepegawaian Daerah, pembinaan dan
melaksanakan tugas dalam bidang Kepegawaian Daerah, dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang
Kepegawaian Daerah. Dengan demikian BKD dituntut untuk melaksanakan
tugasnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian bagi seluruh PNS di
lingkup pemda Pekanbaru mulai dari pengangkatan menjadi CPNS dan PNS,
kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun.

Prosedur . penerbitan Surat Keputusan Pensiun-~PNS pada Badan
Kepegawaian Daerah terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap
penyampaian usulan, tahap pembuatan pengantar, tahap input data pada SAPK,
tahap penyampaian usulan ke'Badan Kepegawaian Negara, tahap penyelesaian.

Badan Kepegawaian Daerah melalui Sub Bidang Pemberhentian dan
Pensiun, menyiapkan surat pemberitahuan kepada PNS yang akan mencapai Batas
Usia Pensiun dan menyampaikannya secara tertulis kepada PNS yang
bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerjanya masing-masing. Hal ini bertujuan

untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun.
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Dengan demikian yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri dan kelengkapan

berkas yang diperlukan untuk pengusulan pensiunnya.

Surat pengantar pensiun itu.adalah surat yang diajukan oleh pihak yang
akan-pensiunyaitu PNS. Nanti PNS tersebut membuat surat untuk pensiun
ke PPK masing-masing instansi. Setelah diserahkan surat itu, nanti
pegawai PPK juga akan membuatkan surat pengantar jika disetujui. Surat
pengantar dari PPK inilah* yang ' dimaksud dengan surat pengantar
pensiun yang ditujukan ke BKN.

Calon penerima SK Pensiun menyampaikan usulan pensiun kepada
walikota C/q Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai dengan kelengkapan
berkas sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, Sub
Bidang Pemberhentian dan Pensiun akan melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan berkas tersebut apakah sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana keterangan informan yang berkaitan dengan prosedur
pengajuan pensiun diperoleh keterangan sebagai berikut:

Tekniknya harus menyertakan syarat yang dibutuhkan. Seperti surat

pengantar dari PPK instansi masing-masing, surat permohonan pensiun

dari yang bersangkutan, data pribadi yang mengajukan pensiun, fotokopi

SK CPNS dan PNS yang mengajukan. pensiun, fotokopi SK pangkat

terakhir yang dijabat, fotekepi buku-nikah, fotokopi akta kelahiran anak,

fotokopi daftar keluarga dari kepala kelurahan, pas foto ukuran 3X4. Jika
pemohon pensiun adalah janda atau duda, maka ia harus menyerahkan
surat keterangan bahwa ia adalah janda atau duda. Jika orang yang
pensiun sudah meninggal, maka harus ada surat keterangan kematian.

Saat ini pengajuan pensiun biasanya sudah berumur 50 tahun untuk

pensiun normal, dan umur 60 tahun adalah batas maksimal seorang PNS

harus sudah pensiun.

Tahapan selanjutnya yaitu Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun akan

menyelesaikan surat yang diminta yaitu pengantar dari calon pensiun kepada
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BKD dengan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan
yang telah dibuat. Apabila dinyatakan lengkap dan disetujui, maka surat akan

ditandatangani kepala BKD.

ang, untuk
sung selesai
nota dinas
dimulai dan

sekaligus dimiliki yang

bersangkuta ) maupun data
suami/istri S berhentian dan
Pensiun hart ntuk dilakukan
perbaikan, se erjadi kesalahan.

Berikut alamat  berikut
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Sub Bidang Pemberhentian 'dan Pensiun memberitahukan berkaitan

dengan hal-hal.yang perlu dilakukan oleh calon pensiun atau apa saja yang
dibutuhkan oleh BKD. Sub Bidang Pemberhentian.dan Pensiun mencantumkan
tandatangan yang berarti persetujuan untuk bisa mencetak surat keputusan
pensiun bagi calen pensiun’ yyang ,mengajukan, pensiun. Setelah dicetak surat
keputusan pensiun, maka surat tersebut diserahkan kepada staf yang berwenang
di BKD untuk meneruskan surat tersebut kepada calon pensiun.

Pegawai yang bersangkutan dalam urusan pengajuan pensiun ASN akan

membubuhkan paraf “untuk . keputusan pensiun jika tahapan-tahapan

persetujuan pensiun seseorang sudah disetujui. Biasanya divalidasi oleh

kepala bidang dan sub bidang serta sekretaris BKD, nah disitu paraf

keputusan pensiun ASN resmi dibubuhkan.

Dalam pengurusan pensiun, terdapat kasubdin yang memutuskan pegawai
untuk pensiun atau tidak. Adapun tugas kasubdin pensiun tersebut adalah

Tugasnya seperti mengelola administrasi bidang pensiun dan status ASN,

memproses surat masuk usulan pensiun, serta mengevaluasi kerja petugas
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pengelolaan pensiun secara berkala, kabid pensiun juga bertugas untuk
mengkoordinasikan tugas kepada para bawahannya atau berkonsultasi dengan
atasan, dan terakhir adalah membuat laporan. Berdasarkan hasil wawancara
diperoleh keterangan sebagai berikut:

Kepala bidang yang mengurusi pensiun adalah Kabid Pensiun. Tugas dan

tanggung jawabnya . berkaitan -dengan jpensiun ASN khususnya di kota

Pekanbaru. Tugasnya seperti mengelola administrasi bidang pensiun dan

status ASN, memproses surat masuk usulan pensiun, serta mengevaluasi

kerja petugas pengelolaan pensiun secara berkala, kabid pensiun juga
bertugas untuk mengkoordinasikan tugas kepada para bawahannya atau
berkonsultasi dengan atasan, dan terakhir adalah membuat laporan.

Mungkin itu ya menurut saya apa tugas kabid pensiun.

Setelah seluruh proses pengurusan usulan pensiun selesai, maka tahap
terakhir adalah-ASN yang dimaksud akan menerima SK atau surat keputusan
pensiun. Sebagaimana keterangan informan berikut ini.

Jika semua proses pengajuan telah disetujui oleh BKD yang dalam hal ini

telah diverifikasi oleh pihak BKPSDM kemudian divalidasi oleh kepala

bidang dan sub bidang serta sekretaris BKD maka proses dianggap sudah
hampir selesai, hanya tinggal mengirimkan ke pihak pimpinan dan yang
mengajukan pensiun.
Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme pelaksanaan admnistrasi
pensiun antara lain adalah sebagai berikut:

Dimulai dari PNS vyang bersangkutan. PNS yang bersangkutan
menyerahkan kelengkapan berkas usul pensiun kepada Kepala Sub Bagian Umum
OPD. Pada bagian umum, kepala sub bagian umum memeriksa kelengkapan serta

kebenaran berkas, melakukan entry usul pensiun ke dalam aplikasi dan mencetak

DPCP, surat pernyataan disiplin, surat pernyataan pidana dan surat pengantar.
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Tahap selanjutnya berkas dikirim ke petugas MPP (Masa Persiapan Pensiun), di
bagiana tersebut petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usul
pensiun, memproses serta mengirim usulan yang berkasnya telah lengkap melalui
aplikasi. Dari pelaksana MPP berkas dikirim ke pelaksana pada BKPSDM atau
“Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia”. Tugas
pelaksana BKPSDM adalah, melakukan entri data pada sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian, mencetak pernyataan disiplin, surat pernyataan pidana dan surat
pengantar serta mempersiapkan kelengkapan berkas untuk dikirim ke BKN.

Tahapan kelima adalah melakukan validasi, paraf koordinasi dan
menandatangani berkas pengantar dan kelengkapan berkas yang akan dikirimkan
ke BKN serta mengirim usulan melalui aplikasi. Tahap ini-dilaksanakan oleh
kepala sub bidang, kepala bidang, sekretaris, dan kepala badan kepegawaian
daerah. Setelah itu badan kepegawaian Negara.melakukan berkas yang dikirimkan
melakukan penerbitan pertimbangan teknis pensiun ASN dan mengirimkan berkas
kepada pemerintah- kota Pekanbaru melalui sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian. Selanjutnya jika telah selesai langkah tersebut, maka berkas dibawa
kembali ke bagian pelaksana pada. BKPSDM BKD, bagian ini mencetak SK
pemberian pensiun PNS untuk divalidasi dan ditandangani oleh Walikota
Pekanbaru. Selain itu bagian BKPSDM ini membuat dan mencetak nota dinas
permohonan tanda tangan untuk pimpinan.

Langkah berikutnya adalah kembali ke bagian kepala sub bidang, kepala
bidang, sekretaris BKD bidang pensiun melakukan validasi untuk berkas SK

pensiun PNS, memproses dan mengirim SK yang berkasnya telah divalidasi
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melalui aplikasi. Jika telah selesai dikirim ke kepala badan, asisten dan sekretaris
daerah, dimana pihak ini memberi paraf koordinasi pada berkas SK pensiun PNS,

memproses dan mengirim SK yang berkasnya telah diparaf melalui aplikasi.

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mendisposisi berkas permohonan kepada Kepala Bidang
Formasi dan Mutasi
5. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi mendisposisi berkas

permohonan kepada Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional
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10.

Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional mendisposisi berkas
permohonan kepada Pengolah Data Mutasi

Pengolah Data Mutasi memeriksa kelengkapan berkas

pengajuan konsep naskah dinas atas pengajuan penandatanganan

surat usulan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dengan
Hak Pensiun dan menaikkan kepada Kepala Bidang Formasi dan
Mutasi

Kepala Bidang Formasi dan Mutasi memberi paraf pada nota

pengajuan konsep naskah dinas atas pengajuan penandatanganan
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surat usulan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dengan
Hak Pensiun dan menaikkan kepada Sekretaris Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Sumber Daya
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nota pertimbangan surat usulan penerbitan Surat Keputusan
Pemberhentian dengan Hak Pensiun golongan 1V/a-1V/b 2) Wali
Kota untuk usulan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian

dengan Hak Pensiun pangkat golongan IV/c keatas
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14. Pengadministrasi Persuratan menerima surat yang telah mendapat

tandatangan dari Bagian Umum dan menyerahkan pada Pengolah

Data Mutasi

sulan pensiun,
embali kepada
)aya Manusia

Daya Manusia

n Sumber Daya

surat keputusan

yang bersangkutan

20. Pengolah Data Mutasi menyampaikan tembusan Surat Keputusan
Pemberhentian kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah untuk dijadikan dasar penerbitan Surat

Keterangan Penghentian Pembayaran
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21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menerima Surat

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang telah

diterbitkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

proses administrasi pengurusan pensiun adalah ditaatinya semua syarat yang telah
dibuat. Baik itu syarat dari segi umur, dari segi syarat-syarat seperti KTP, KK, SK
PNS, surat disiplin, surat pidana, dan lain-lain. Kendala dalam pelaksanaan proses
administrasi pengurusan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Pekanbaru juga semua yang menghambat proses penerbitan SK pensiun itu

dianggap hambatan. Seperti ketidaksesuaian data, kurangnya syarat yang
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diharuskan, dan lain sebagainya. Selain itu, jarak, waktu, atau tempat tinggal yang

mengajukan pensiun juga ikut menghambat, mungkin sulit menuju ke BKD dan

lain sebagainya. Data yang tidak atau belum disatukan dalam sistem menjadi

kendala atau 3 PNS vyang telah
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Gambar 1

Alur pelaksanaan proses administrasi pengurusan Pensiun

Berdasarkan

angan yang diperolen makasalur pelaksanaan proses

menyerah
OPD. Pada bagiz

kebenaran herk Kuka ensil . dan mencetak

pengantar serta mempersiapkan ke berkas untuk dikirim ke BKN.
Tahapan kelima adalah melakukan validasi, paraf koordinasi dan
menandatangani berkas pengantar dan kelengkapan berkas yang akan dikirimkan
ke BKN serta mengirim usulan melalui aplikasi. Tahap ini dilaksanakan oleh
kepala sub bidang, kepala bidang, sekretaris, dan kepala badan kepegawaian

daerah. Setelah itu badan kepegawaian Negara melakukan berkas yang dikirimkan

melakukan penerbitan pertimbangan teknis pensiun ASN dan mengirimkan berkas
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kepada pemerintah kota Pekanbaru melalui sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian. Selanjutnya jika telah selesai langkah tersebut, maka berkas dibawa

kembali ke bagian pelaksana pada BKPSDM BKD, bagian ini mencetak SK

idang, kepala
bidang, sekreta k berkas SK
pensiun P elah divalidasi
melalui apl dan sekretaris
daerah, dim
memproses da engiri 0 elalui aplikasi.
Tahap terak : litanda ai oleh, Wali dan engirimkan SK

L

<7

. Dimana pelaksana
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BAB IV

PENUTUP

batan. Seperti
n, dan lain
ng mengajukan

e BKD dan lain

usul pensiun kepada Kepala Sub Bagian Umum OPD. Kepala sub bagian
umum memeriksa kelengkapan serta kebenaran berkas. Tahap selanjutnya
berkas dikirim ke petugas MPP, di bagiana tersebut petugas menerima dan
memeriksa kelengkapan berkas usul pensiun, memproses serta mengirim
usulan yang berkasnya telah lengkap melalui aplikasi. Dari pelaksana MPP

berkas dikirim ke pelaksana pada BKPSDM. Tahapan kelima adalah
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melakukan validasi, paraf koordinasi dan menandatangani berkas

pengantar dan kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke BKN serta

mengirim usulan melalui aplikasi. Setelah itu badan kepegawaian Negara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dibuat, maka

peneliti mengajukan beberapa saran, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Agar hambatan dalam pelaksanaan proses administrasi pengurusan
Pensiun dapat diminimalisir, maka hendaknya administrasi kepegawaian
PNS/ASN khususnya di wilayah kota Pekanbaru, diadministrasikan sedari

awal PNS/ASN yang bersangkutan diangkat menjadi PNS/ASN.
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. Agar penggunaan aplikasi sistem administrasi kepegawaian yang ada

dimaksimalkan untuk mengurus pensiun, bila perlu pengusulan pensiun

dan syarakat-syarat yang dibutuhkan diisi langsung oleh calon pegawai

%

‘\\\\\\\\\\\‘.

%

69



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

DAFTAR PUSTAKA

Andri Som

v

+LAERENENE

At

Darmanto.
Deddy Mul

Ikhwan Rid

Rosady Ruslan, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2014
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Umberto Sihombing. 1999. Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan.
Jakarta. PD. Mahkota

70



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

Veithzal Rivai, dkk, 2017. Bank dan Financial Institution Management, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Zulaini Wahab, 2012. Segi Hukum Dana Pensiun, Jakarta:PT. Gaja Grafindo

Jurnal:

Fatkhul pagian  Urusan

. Fiat Justisia

Sri Yunawa adap Manfaat

al llmiah Cano

Web:

Undang Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No
8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan:

71


http://www.tagar.id/

nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2008

Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2006 perubahan PP no. 69 tahun 2005 tentang

pokok pensiunan

72



